
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GOROIMTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomoi' 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ii: di Sulawesi 

(Lemharan Negara Reptublik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lemharan Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); | 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lemharan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemharan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); | 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembafa i 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaih 

diubah beberapa kali bsrakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lemharan Nej^ara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemharan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentkng 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenagq Kerja Asing 

(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 216, Tambahan Lemharan Negara Repul>lik 

Indonesia Nomor 5358); 

Dengan Persetujuan Bersama 

C'EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE-RAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSK^,N: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG R E T R I B L S I PERIZIl^Akl 

TERTENTU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudl<a.n dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaija 

Pemerintahan Daerah yang memimpin p^elaksanaan urusan pemerintahajn 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Repdb|u!̂ f 

Daer£ih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakaki 

kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan 

usahti yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, 

atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
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persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termgisuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. | 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daereih sebagai pembayaran atas j asa £itau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimalcsudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 

sumb'sr daya alam, barang, prasarana., sarana, atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarjan 

lingkungan. 1 j 

8. Izin Mendirikan Bangunan yang sekinjutnya disingkat 1MB adalah 

perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik 

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperlu|as|,i 

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung s;esuai dengari 

persy£iratan administratif dan persyaratan teknis. 

9. Mendirikan Bangunan adalah kegiatan untuk pembangunan bangunan 

gedung baru dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi 

perbaikan/perawatan perubahan, perluasan/pengurangan daiji 

pelestarian/pemugaran. 

10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekeijaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 

berad£i diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, >'ang berfungsi 

sebagad tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atari 

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, l<:egiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus. 

11. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi hangunan yang 

merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunar 

gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapa kavling/persi 

yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengar 

fungsinya seperti Menara reservoir air, gardu listrik, instakisi pengolahan 

limbah. 
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12. Izin Penghapusan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk 

menghapus, merobohkan atau membongkar bangunan siicara total baik 

secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang 

tertera dalam 1MB. | 

13. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang 

selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas 

pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja 

asing. I I 

14. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh V/ali Kota atau 

pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

15. Tenaga Kerja Asing adalah warga negEira asing pemegang visa dengan 

maksud bekerja di wilayah Kota Gorontalo. I 

16. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-

badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

17. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan 

mas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu, dan tingkat 

kepadatan tertentu. 

18. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

menumt peraturan pemndang-undang;an retribusi diwajibkan untul|: 

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut eitau pemotong 

retribusi tertentu. 

19. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

oleh Pemerintah Dearah kepada Orging Pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiathn, 

pemanfaatan mang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarangi atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingiin umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang mempakar 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatlcan j a sa dar 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

2 1 . Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
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menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 

Daer£ih melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wa li Kota. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 
I I 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ].yebih Bayar, yang selanjutnya 

dising;kat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seliarusnya tidak 

terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daii/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajaJc 

atau retribusi yang temtang sampai kegiatan penagihim pajak atau 

retribusi kepada wajib pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 

i penyer.orannya. | i 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secaira objektif dab 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan Iain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemndang-undangan 

Retribusi Daerah. 

BAB I I 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

Bagian Kesatu 

Objek dan Jenis Retribusi 

Pasal 2 

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yapg 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan £itas kegiatan 

pemanfaatan mang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana. 
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sarana, atau fasilitas tertentu guna me;Iindungi kepentinigan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. I j 

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan 

daerab ini meliputi: 

a. Retribusi 1MB; 

b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; d ^ 

c. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. 

Bagian Kedua 

Retribusi 1MB 

Paragraf 1 

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

buruf a dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin unt;uk 

mendirikan suatu bangunan. 

Pasal 4 

(1) Objek Retribusi 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalab 

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan 

peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembanj^unannya agar 

tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencaaa tata ruang, 

dengan tetap memperbatikan koefisien dasar bangunan, koefisien liiasl 

bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaari 

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenubi syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) 

yaitu pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah 

Daerab. 

Pasal 5 

Subjek Retribusi 1MB yaitu orang pribadi atau Badan yang mijmperoleb i^in 

mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerab. 
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Paragraf 2 
! 

Cara Mengukur Tingkat Pt;nggunaan J a s a 

Pasal 6 I 

(1) Dasai- pengenaan Retribusi 1MB ditentukan dan dibitung berdasarkan 

faktor yang meliputi: 
I 

a. satuan volume bangunan; 

b. nilai letak bangunan; 

c. tingkat bangunan; 

d. nilai struktur bangunan dan umur bangunan; 

e. fungsi bangunan untuk bangunan gedung; 

f. fungsi bangunan untuk bangunan lainnya; I 

g. pemeriksaan konstruksi; 

b. perbaikan atau renovasi bangunan; dan 

i. luas tanab untuk keperluan penggantian biaya cetak pe;ta. 

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan besaran nilai. 

(3) Besaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

' dengan Keputusan Wali Kota. 

(4) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pemberian 1MB diatur dengan 

Peraturan Wali Kota. 

Bagian Ketig£i 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

Paragraf 1 

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi 

Pasal 7 

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) buruf b dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 

pemberian Perpanjangan IMTA. 
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Pasal 8 

(1) Objek Retribusi Perpanjangan I M T A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

meliputi pemberian Perpanjangan IMTJ*^. kepada Pemberi Tenaga Kerja 

Asing. 

(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak termasuk Instansi Pemerintab, perwakilan negara asing, badan 

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabeitan tertentu di 

lembaga pendidikan. 

Pasal 9 

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja 

Asing. 

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajilji 

Retribusi. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan J a s a 

Pasal 10 

Tingkat penggunaan jasa atas Retribusi Perpanjangan IMTA diulqa^ 

berdasarkan jangka waktu dan jabatan tenaga kerja asing. 

Bagian Keempat 

I Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 

Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal 11 

Dengan ngima Retribusi pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksuc 

dalam Pasid 2 ayat (2) buruf c dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 

pelayanan pengendalian Lalu Lintas. 
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Pasal 12 

(1) Objek Retribusi pengendalian La lu LintJis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 meliputi penggunaan ruas ja lan tertentu, koridor tertentu, atau 

kawas£in tertentu pada waktu tertentu oleh Kendaraan Bermotor 

perseo)-angan dan barang. 

(2) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu: 

! a. sepeda motor; 

b. kendaraan penumpang umum; 

e. kendaraan pemadam kebakaran; dan 

d. ambulans. 

Pasal 13 

Subjek Retribusi pengendalian Lalu Lintas meliputi orang perseorangan qaii 

Badan bu]<um yang menggunakan Kendarjian Bermotor perseorangan dan 

barang pada ruas ja lan, koridor, atau kav^asan yang diken£ikan Retribusi 

Pengendalian La lu Lintas. 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan J a s a 

Pasal 14 

Tingkat penggunaan J a s a Retribusi pen:gendalian Lalu Lintas diukur 

berdasarkan lokasi, waktu, jenis kendaraan bermotor atau indikator lainnya. 

! BAB 111 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETR IBUS I 

Pasal 15 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perkdnan Tertenti; 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau selurub biays. 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana di:maksud pada 

ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, 

penegakan bukum, penatausabaan dan biaya dampak negatif d ^ 

pemberian izin tersebut. 
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BAB IV 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 16 

Struktur dan besamya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisabkan dari Peraturan Daerab ini. 

Pasal 17 

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tabun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperbatikan indeks barga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Wali Kota. 

B A B Y 

WILAYAH DAN TATA CARA IPEMUNGUTAN 

Pasal 18 
Retribusi Perizinan Tertentu yang temtang dipungut di wilayab Daerab. 

Pasal 19 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yaijig 

dipersamakan. 

(2) Hasil R<;tribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening 

kas umum Daerab. 

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribujsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB VI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 20 

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerab atau tempat Iain yang 

ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan. 
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(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat Iain yang ditunjuk, basil 

penerimaan Retribusi barus disetor secara bruto ke Kas Daerab paling 

lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan 

Wali Kota. 

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimaina 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wall Kota. 

BAB Vl l 

MASA RETR IBUS I , SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN PENAGIHAN 

Pasal 21 

(1) Masa Retribusi adalab jangka waktu subj<ik Retribusi untuk mendapatkan 

pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleb manfaat dari Pemerintab 

Daerab. 

(2) Saat Retribusi terutang adalab pada saat ditetapkan SKRD atau dokumjeri 

lain yang dipersamakan. 

Pasal 22 

(1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagib dengan 

menggunakan STRD. 

(2) Penagiban Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didabului dengan surat teguran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujub) bari setekib tanggal surat teguran, Wajib 

Retribusi wajib melunasi Retribusi yang temtang. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penagiban sebagaimana dimaksud pac^a 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB VIII 

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 23 

(1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retribusi. 
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(2) Ketentuan menganai tata cara pemberiEin pengurangan, fcceringanan dan 

pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 

dengari Peraturan Wali Kota. 

BAB IX 

TATA CARA PEMBETULAN, PENGLfRANGAN, KETET/^PAN, 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN 

Pasal 24 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keringanan, penj^rangari cjlaji 

pembebasan dalam bal-bal tertentu atas pokok retriljusi dan/ata: 

sanksinya. 

(2) Permolionan barus disampaikan secara bertulis oleb wajib netribusi kepid 

Wali Kuta atau pejabat yang ditunjuk ]Daling lama 30 (tiga pulub) hjaij 

sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yan 

jelas dan meyakinkan untuk mendukung permobonannya. 

(3) Keputusan atas permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 

dikelu£irkan oleb Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak surat permobonan diterima. 

(4) Apabila setelab lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, makb 

permobonan keringanan dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau 

sanksinya dianggap dikabulkan. 

Pasal 25 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dsilam jangka waktu paling lama 5 

(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima barus 

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam beni;uL 

Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikah 

kepastian bukum bagi Wajib Retribusi, babwa keberatan yang diajul^ai 

barus diberi keputusan oleb Wali Kota. 
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(3) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa menerima selurubnya atau sebagian, menolak atau 

menambab besarnya Retribusi terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telab lewat 

j dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu 

keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. 

Pasal 26 
I 

(1) J i k a pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selurubnya kelebiban 

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambab imbalan bunga f2°//o 

(dua p(irsen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

B A B X 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 27 

(1) Atas kelebiban pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

' permolionan pengembalian kepada Wali K ota. j 

(2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

diterimanya permobonan kelebiban pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), barus memberik£in keputusan. | | | 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah 

dilampaui dan Wali Kota tidak memberik£Ln keputusan, mak;a permohonan 

pengembalian kelebiban Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

barus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 1 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebiban 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lan^sung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebib dabulu utang Retribusi tersebutj, 

(5) Pengembalian kelebiban pembayaran R(;tribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan dalam jangka v^aktu paling lama 2 (dua) bulqr 

sejak diterbitkannya SKRDLB. 
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(6) Apabila pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi dilakukan setelab 

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 

kelebiban Retribusi. 

Pasal 28 

(1) Permobonan pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi diajukan 

secara tertulis kepada Wali Kota dengan sekurang-kurangnya 

menyebutkan: 

a. nama dan alamat Wajib Retribusi; 

b. masa Retribusi; 

c. bes£imya kelebiban pembayaran; dan 

d. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permobonan pengembalian kelebiban pembayaran Retribusi sebagaimana 
i 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung, pos tercatat atjau 

melalui surat elektronik . 

(3) Bukt i penerimaan permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 

merupgikan bukti saat permobonan diterima oleb Wali Kota. 

Pasal 29 

(1) Pengembalian kelebiban Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Su^al; 

Perintah Membayar Kelebiban Retribusi. 

(2) Apabila kelebiban pembayaran Retribusi diperbitungkan dengan utang 

Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindabbukuan 

dan bukti pemindabbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB X I 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 30 

(1) Hak untuk melakukan penagiban Retribusi kedaluvcarsa setelab 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tabun terbitung sejak saait terutangnya 

Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana \di 

bidang Retribusi. 1 
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tertanggubkan apabila: 

a. ditCTbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam bal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

buruf a, kedaluwarsa penagiban dibitung sejak tanggal diterimanya surat 

teguran tersebut. ^ 

(4) Pengal<:uan utang Retribusi secara kingsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) buruf b, yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya 

menyaiiakan masib mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya 

kepada Pemerintab Daerab. 

Pasal 31 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagib lagi karena bak Untuk 

melakukan penagiban sudab kedaluwarsei dapat dibapuskan. [ 

(2) Wali Kota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi yang sudab 

kedalmvarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cani penghapusan piutang Retribusi 

yang SLidab kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

BAB XI I 

PENGAWASAN DAN PEN(3ENDALIAN 

Pasal 32 

(1) Pengawasan terbadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertenxi 

dilakukan oleb aparat pengawas internal Pemerintab E>aerab sesuai 

dengan fungsi dan kewenangannya. 

(2) Pengendalian terbadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu 

dilakukan oleb Perangkat Daerab yang menyelenggarakan urusqn 

pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan Daerab. 
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BAB XI I I 

KETENTUAN P E m i D I K A N 

Pasal 33 

(1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberli 

wewenang kbusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerab, sebagsiimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu 

di lingkungan Pemerintab Daerab yang diangkat oleb Pejabat 

yang berwenang sesuai dengan kelientuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi 

agai- keterangan atau laporan tersebut menjadi lebihi lengkap daiji 

jelas; 

b. meoeliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sebubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c. meminta keterangan dan baban bukti dari orang pribadi atau Badqr: 

sebubungan dengan tindak pidana di t)idang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi; 

e. mekikukan penggeledaban untuk mendapatkan baban bucti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukkn 

penyitaan terbadap baban bukti tersebut; 

f. memiinta bantuan tenaga abli dalam rangka pelaksanaan tugps 

peny idikan tindak pidana di bidang Retribusi; 

g. menjyoirub berbenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang; berlangsu|ig 

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 
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h. memotret seseorang yang berkaitan dimgan tindak pidan a Retribusi; 

i . memanggil orang untuk didengar ketimangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j . mengbentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 

pemndang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitabukan 

1 dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada 

penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sespai 

ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIV 

KETENTUAN PIE'ANA 

Pasal 34 

(1) Wajib Retribusi yang tidak memenubi kewajibannya melunasi Retribusi 

yang temtang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diancam 

pidana kumngan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda p£iling banyakf c 

(tiga) k£di jumlab Retribusi temtang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan pekinggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada aj/̂ at (1) mempakan penerimaqu 

negara. 

BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 35 

Retribusi temtang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerab ini, masib 

dapat ditagib selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tabun tcsrbitung sejiik 

saat temtang. 
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B A B X V l 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan 

yang berkiiitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakgm masib tetap 

berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peratuifaii 

Daerab ini. 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Daerab ini berlaku: 

a. Peraturan Daerab Nomor 18 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan 

(Lembaran Daerab Kota Gorontalo Tabun 2011 Nomor 18, TambabLr: 

Lembaran Daerab Kota Gorontalo Nomor 147); 

b. Peraturan Daerab Nomor 36 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerab Kota Gorontalo Nomor 36 

Tabun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 165); 

c. Peraturan Daerab Nomor 37 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Usaba 

Perikanan (Lembaran Daerab Kota Gorontalo Tabun 2011 Nomor 37, 

Tambafian Lembaran Daerab Kota Gorontalo Nomol66); dan 

d. Peraturan Daerab Nomor 38 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek 

(Lembaran Daerab Kota Gorontalo tabun 2011 Nomor 38, Tambahan 

Lembanan daerab Kota Gorontalo Nomol67), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 38 

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerab ini barus ditetapkan paling lama 

(enam) bulan sejak Peraturan Daerab ini diundangkan. 

Pasal 39 

Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Kota Gorontalo 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal, ? * » » ! « » t r ' 3 > r 2020 

J w A L I KOTA GORONTALO,|.y 

MARTEN A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal, ^* "•»s«rJ : r 2020 

SEKRETAFl lS D A ^ H KOTA GORONTALO, 

ISMAIL MADJID 

LEMBARAI^ DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 7. 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (7/44/2020) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempuriyai 

hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintabannya untuk meningkatkan efisiensi dan evektifitas 

penyehmggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan bal tersicbut, Daerab berbgik mengenakan 

pungutan kepada masayarakat. Berdgisarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tabun 1945 yang menempatkan perpajakan c ab 

retribusi sebagai salab satu perwujudari kenegaraan, ditegaskan babwq 

penemjDatan beban kepada rakyat seperti pajak dan retribusi yang bersifat 

memakisa diatur dengan Undang-Undang,. Dengan demikian, pemungutan 

Retribusi Daerab barus didasarkan pada undang-undang. | | 

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerab dan 

Retribusi Daerab merupakan salab satu upaya untuk meningkatkan 

keuang;an pemerintab daerab melelui peningkatan pembiayaan 

penyekmggaraan pemerintahan dan pembangunan daerab yang berasal daiti 
j 

Pendapiatan Asli Daerab (PAD), kbususnya yang bersumber dari retribusi 

daerab, sebingga kemandirian daerab dalam bal pembiayaan 

penyek;nggaraan pemerintahan di daerab dapat terwujud. 

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuban 

perekonomian di daerab, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang 

basilnya memadai, yang salab satunya melalui pemunguitan Retribusi 

Perizinan Tertentu yaitu jasa yang disediakan oleb Pemerintab Daerab 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 

pula disediakan oleb sector swasta. 
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Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan oleb Pemerintab l^ota 

Gorontalo terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dab 

c. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. 

I I . PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal A-

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 1.2 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
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Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

' Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 3 2 

j Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

TAMBAHAlvi LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .... 
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LAMPIRyVN I 

P E R A T U R A N D A E R / l H K O T A 

G O R O N T A L O 

N O M O R T A H U N 2020 

T E N T A N G 

R E T R I B U S I P E R I Z I N A N T E R T E N T U 

R E T R I B U S I I Z I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N 

A . P E R H I T U N G A N R E T R I B U S I I Z I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N (1MB) 

1. Retribusi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Ramus : 

R = L X It X Wp X Hsbg 

Keterangan : 

R : Retribusi 1MB 

L : Luas Lantai Bangunan (M2) 

It : Indeks Terintegrasi 

Wp : Waktu Penggunaan 

Hsbg : Harga Satuan Bangunan Gedung 

2. Retribusi Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung Dengan 

Rumus: 

R = V X l ,OXHspbg 

Keterangan : 

R : Retribusi Imb 

V : Volume/ Besaran (Dalam Satuan M3, M2, Unit/Buab) 

I : Indeks Kegiatan Bangunan 

Hspbg : Harga Satuan Prasaranai Bangunan Atau Tarif Bangunan 

3. Tarif bangunan ditetapkan sebesar : 

Tarif bangunan gedung : Rp.20.000,-/m2 (untuk semua jenis 

bangunan gedung) 

Tarif bangunan prasarana : Terlampir 

Kbusus untuk penggantian IMB pengganti bilang dan IMB balik 

nama atau yang berkaitan dengan perpanjangan dengan 
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perpanjangan waktu sewa lahan, retribusi banya ciikenakan pada 

jasa penatausabaan sebesar : Rp.200.000,-

B . CARA MENENTUKAN INDEKS TERINTERGRASI DAN PARAMETER 

BANGUNAN GEDUNG 

1. INDEKS FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

a. Fungsi Keagamaan adalab bangunan yang mempunyai fungsi 

utama sebagai tempat melakukan ibadab yang meliputi bangunan 

mesjid termasuk musbola dan langgar, bangunan gereja termasuk 

kapel, bangunan pura, bangunga wibara, dan banguman kelenteng. 

(0,0) I I 1 1 

b. Fungsi Hunian adalab bangunan yang mempunyai fungsi utama 

sebagai tempat tinggal manusifi yang meliputi rumab tin^al 

tunggal , rumab tinggal deret, dan bangunan sejenisnya tidak 

bersifat usaba/komersil. (0,5) 

c. Fungsi Sosial Dan Budaya adalab bangunan gedung yang 

mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan 

sosial dan budaya yang dibedakan atas fungsi-fungsi bangunan 

gedung kebudayaan, bangunan gedung laboratorium 

pendidikan/sosial dan bangunan gedung pelayanan umum yang 

bersifat sosial. (0,00; 1,00) |j 

Indeks 0,00 : untuk bangunan gedung milik Psmerintab dan 

Daerab. 

Indeks 1,00 : untuk banguntm pelayanan jasa umum badan 

usaba milik negara/daerab 

d. Fungsi Kbusus adalab bangunan gedung yang mempunyai fungsi 

utama sebagai tempat melakuFian kegiatan yang mempunyai 

tingkat kerabasiaan tinggi tingkat nasional atau yang 

penyelenggaraannya dapat miimbabayakan masyarakat di 

sekitarnya dan/atau mempunyai resiko babaya tinggi, seperti 

untuk reaktor nuklir, bangunan gedung untuk nistalasi 

pertabanan dan keamanan, dan bangunan gedung sejenis yang 

ditetapkan oleb menteri yang meyelenggareikan urusan 

pemerintaban di bidang pembinaan bangunan gedung. (2,0) 
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e. Fungsi Usaha adalah bangunan uang mempunyai fungsi utama 

sebagai tempat melakukan kegiatan usaba, yang (dibedakan atas 

fungsi-fungsi bangunan gedung perkantoran, bangunan gedung 

perdagangan, bangunan gedung perindustrian, bangunan gedung 

perhotelan, bangunan gedyng wisata dan rekreasi, bangunan 

terminal, bangunan tempat penyimpanan. (3,0) 

f. Fungsi Campuran adalab bangunan yang mempunyai lebib dari 

satu fungsi yang berbeda. (4,0) 

INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI BANGUNAN 

a. Parameter Berdasarkan Kompleksitas (0,25) 

1) Klasifikasi bangunan sederhana adalab banj^unan gedung 

dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas 

dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung dengan 

jumlab lantai s.d. 2 lantai dengan luas bangunan sampai 

dengan 250 m2.—(0,4) I | 

2) Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalab bangunan 

gedung dengan karakter ti(dak sederhana sierta memiliki 

kompleksitas dan teknologi tidak sederhana dan/atjau 

bangunan dengan luas diatas dari 250 m2 dan/jitau bangunjarij 

bertingkat lebib dari 2 lantai;--(0,7) j 

3) Klasifikasi bangunan kbusus adalab bangunan gedung yang 

memiliki penggunaan dan persyaratan kbusus, yang dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ 

teknologi kbusus di antaranya istana negara dan rumbl:. 

jabatan presiden dan wakil presiden, wisma negara, gedung 

instalasi nuklir, gedung instalasi pertabanan, bangunan POLRI, 

gedung laboratorium, gedung terminal udara/laut/darat, 

stasiun kereta api, stadiun olabraga, rumab tafianan, gudang; 

benda berbabaya, gedung bersifat monumental dan gedujng; 

perwakilan negara R.I. luar negri.—(1,0) 

b. Parameter Berdasarkan Permanensi (0,20) 

1) bangunan sementara/darurat adalab bangunan yang di tinjau 

dari segi konstruksi dan umur bangunan d£ipat bertaban 

kurang dari 5 tabun dan/atau bangunan selumbnya dibuat 
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dari bahan yang mudab rusaic seperti papan at£iu bambu sert|£. 

material sejenisnya.—(0,4) 

2) Bangunan semi permanen adalab bangunan yang ditinjau dari 

segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertaban anatara 5 

tabun sampai dengan 15 tabun bangunan dan/ atau bangunan 

dengan sebagian konstruksi msnggunakan batu bata atau 

be ton dan sebagian lainnya menggunakan baban mudab rusalt 

dan terbakar seperti papan atau bambu serta material 

sej enisnya.—(0,7) 

3) bangunan permanen adalab bangunan yang ditinjau dari segi 

konstruksi dan umur bangunan dapat bertaban lebib dari ll> 

tabun dan/atau bangunan demgan konstruksi baja dan betoni 

bertulang.—(1,0) 

Parameter Berdasarkan Risiko Kebakaran (0,15) 

1) Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran sedang adalab 

bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan 

baban dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantijaS 

dan kualitas baban yang ada di dalamnya tingkat mudab 

terbakarnya sedang, dan/atau bangunan gedung kriteria fungsi 

bunian seperti rumab tinggal pada umumnya.—(0,7) j 

2) Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran tinggi adalab 

bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan 

baban dan komponen unsur pembentuknya, serta kuanti^as 

dan kualitas baban yang ada di dalamnya tingkat mudab 

terbakarnya tinggi dan/atau bangunan gedung diluar kritem. 

fungsi bunian.—(1,0) 

Parameter Berdasarkan Zonasi Gempa (0,15) 

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan jconasi gemjjia 

meliputi tingkat zonasi gempa untuk wilayab Kota Goront^lc 

masuk dalam zonasi gempa V/Kuat. (0,5) 

Parameter Berdasarkan Ketinggian Bangunan (0,10) 

1) bertingkat rendab (4 lantai ke iDawab). -(0,4) 

2) bertingkat sedang (5 sampai dengan 8 lantai), —(0,7) 

3) bertingkat tinggi (>8 lantai), - (1 ,00 ) 

Parameter Berdasarkan Kepemilikan Bangunan (0,5) 
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1) Negara/yayasan: bangunan gedung milik negara bangunaq 

gedung milik negara/yayasan untuk pelayanan umum dan 

jasa usaba, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan 

laboratorium —(0,4) I ] 

2) bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan 

judikatif dikenakan indeks (0,00) 

3) Perorangan : Gedung Milik Perorangan —(0,7) 

4) Badan Usaba Swasta : Bangunan Gedung Milik Badan 

Usaba;- (1 ,0 ) I 1 
5) bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan 

gedung diplomatik lainnya dikategorikan seb£igai bangupan 

gedung milik perorangan. 

3. INDEKS KEGIATAN BANGUNAN 

a. Untuk bangunan baru (1,00) 

b. Untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan berat (0,65) 

c. Untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan sedang (0,4 

4. INDEKS WAKTU PENGGUNAAN 

a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka 

pendek maksimum 6 bulan seperti bangunan gedung untuk 

pameran dan mock up, diberi indeks sebesar: (0,40); 

b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangktL 

menengab maksimum 3 tabun seperti kantor pemasaran 

sementara dan gudang/direksi proyek, diberi indeks sebesar (0,70); 

c. Bangunan gedung dengan masa jjemanfaatan lebib dari 3 tabpn 

diberi indeks sebesar (1,00). 
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TABEL KOMPONEN FtETRIBUSI 
UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 1MB 

NO KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI 
1. B i a y a penyelenggaraan bangunan gedung 

a . B a n g u n a n Gedung 
1) Pembangunan Gedung B a r u 
2) Rehabi l i tas i/Renovas i bangunan 

me liputi-.perbaikan / perawatan, 
pe rubahan , Pe r luasan/ /Pengurangan 
a) R u s a k sedang 
b) R u s a k berat 

3) pel f ;star ian/pemugaran 
a. F 'ratama 
b. Madya 
c. U t a m a 

b. P r a s a n m a B a n g u n a n 
Pembangunan b a r u 

L u a s B G X Indeks Ter integras i *) x 1,00 x Hsbg 

L u a s B G X I ndeks Ter integras i *) x 0,45 x Hslrg 
L u a s B G X Indeks Ter integrasi *) x 0,65 x Hsbg 

L u a s B G X Indeks Ter integras i *) x 0,65 x Hsbg 
L u a s B G X I ndeks Ter integras i *) x 0,45 x Hsbg 
L u a s B G X Indeks Ter integras i *) x 0,S0 x Hsbg 

Volume X Indeks *) x Hspbg 

RETRIBUSI = 1 + 2 

Catatan : 

*) - Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter 

-Hsbg 

- Hspbg 

: Harga Satuan Bangunan Gednng adalab barga 
satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiab 
per m2 | 

: Harga Satnan Bangunan Prasarana adalab barga 
satuan retribusi atau tarif retribusi prasarana 
bangunan dalam rupiab per m2, m l dan/ atau 
rupiab persatuan volume 
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TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI 
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG 

NO FUNGSI iOASIFIKASI WAKTU PBNGG rU NAAIV NO 
ParametfT Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. H u n i a n 0,5 *) 1. Kompleksitas 0,25 a. Sede rhana 0 ,40 1. Sementara 

J a n g k a Pende i 
2 . Sementa ra 

J a n g k a 
Menengab 

3 . Tetap 

( 
* 

( 

) ,40 
**) 
1,70 

1,00 
2. Keapamaa 

n 
0,00 b T i d a k 

Sederhana 
0,70 

3 . U s a h a 3,00 c. K h u s u s 1,00 

4. Sos ia l dan 
budaya 

0,00/ 
1,00 

) 

2. Permanensi 0,20 a . Darura t 0,40 

5. K h u s u s 2,00 b. Semi 
re i i i i ana 
en 

0 ,70 

6. G a n d a / 
c a m p u r a n 

4,00 c. Permane 
n 

1,00 

3. Resiko 
I Z l _ 1 

Kebakaran 

0,15 Rendah 0,40 

Sedang 0,70 

Tinggi 1,00 

4. Zonasi Gempa 0,15 Zona V 0,70 
1 

5. Lokasi 
Kepadatan 
bangunan gedung 

0,10 Renggang 0,40 

Se i iang 0 ,70 

Tinggi 1,00 

6. Ketinggian 
Bangunan 
Gedung 

0,10 Rendah 0,40 

Sedang 0 ,70 

Tinggi 1,00 

7. Kepemilikan 0,05 Negara/ 
Y a v a s a n 

0,40 

Perorangan 0 ,70 

B a d a n 
U s a h a 
S w a s t a 

1,00 
j 

CATATAN : 
1. Indeks 0,5 untuk rumah tinggal tunggal melijjuti rumah tinggal pada umumnyja 

yang berfungsi sebagai hunian 
2. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah; 
3. Indeks parameter waktu penggunaan tiangunan gedung 

ditetapkan untuk: 
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a. 

b. 

c. 

Bcmgunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek 
maksimum 6 (enam ) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan 
mockup, diberi indeks sebesar 0,40 
B.mgunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengab 
maksimum 3 (tiga) tabun seperti kantor pemasaran sementara dan 
gudang/direksi keet proyek, diberi indeks sebesar 0,7 
Bjmgunan gedung dengan masa pemanfaatan lebib dari 3(tiga) tahun, d|b^ri 
indeks sebesar 1,00 

4. Bangunan gedung dibawah permukaan taniih atau bagian barigunan gedung 
dibawahi permukaan tanah (basement) diatas/bawab permukaan air, prasarapa 
dan sarima umum diberi indeks pengali tambiiban 1,30 

5. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung deng4n 
perbedaan jumlab lantai/ketinggian dalam I kavling /persil dibitung untuk 
masing-masing unit bangunan gedung 

6. Jumlab lantai l(satu) unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian 
dengan perbedaan jumlab lantai/ketinggian, penetapan inddfs terintegrasi 
mengikuti jumlab lantai tertinggi. ' 

7. Bangunan gedung Yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan funglsi 
bangun<m, penetapan indeks terintegrasi mengikuti fungsi bangunan yang 
domina:a. 
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TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 1MB 
UNTUK PRASARANA BANCiUNAN GEDUNG 

NO JENIS; PRASARANA BANGUNAN PEMBANGUNAN 
BARU 

RUSAK 
BERAT 

RUSAK 
SEDANG 

I N D E K S I N D E 
K B 

I N D E K 
S 

I N D E K 

K o n s t r u k s i / pembatas / 
penahan / pengaman 

a. Pagar 
b. D ind ing penahan 
c. tu rap 

1.00 
0,70 

1,00 

0,6^ 0 ,45 

2. K o n s t r u k s i pe rke rasan a. J a l a n 
b. P a r k i r 
c. Lapangan Olabraga 

t e rbuka 
1,00 0,65 0,45 

3 . K o n s t r u k s i 
Penghubung 

a. J e m b a t a n 
penghubung 1,00 0,6f 0 ,45 

4. K o n s t r u k s i 
Ko lam / nsservoir 
bawah teinah 

a. 
b. 

c. 

Ko lam renang 
Tangk i t a n a m 
spbu d a n 
se jen isnya 
Pengolahan 
l imbah dan 
bahan ca i r Ia in 

1,00 0,65 0,45 

5. K o n s t r u k s i Menara a . Menara an t enna 
b. Menara 

Reservoir 
c. Cerobong 

1,00 0,65 0 ,45 

6. K o n s t r u k s i Monumen a . T u g u 
b. Pa tung 1,00 0,65 0,45 

7. K o n s t r u k s i 
Ins ta las i/gardu 

a . Ins ta l as i l i s t r ik 
b. Ins ta l as i 

telepon / k o m u n i 
k a s i 

c. Ins ta l as i 
pengolahan 

d. B o x Shelter, 
dr ivethrue 

1,00 0,65 0,45 

K o n s t r u k s i Rek lame Bi l lboard a tau papan 
I k l a n (bangunan bersifat 
mand i i r i dengan luas 
media media >20m2 
dan/a tau 
ketinggian > 6 m) 

1,00 0,65 0,45 

KonstruK s i S a l u r a n A i r B u i s Beton d a n S a l u r a n 
Pasangan B a t u -̂̂ ^̂  
dengan tebed n - 8 -
40 c m 

1,00 0,65 0,45 

Catatan : Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan dan 
bangunan gedung milik negara, kecuali bangunan gedung milik 
Negara untuk pelayanan 
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TABEL SATUAN RETRIBUSI 

NO J E N I S BANOUNAN TARI17 K E T E R A N O A N 
A. B a n g u n a n Oedung 20 .000/m2 Persa tuan l u a s lanta i bangui 

gedung diteta]3kan s a m a unt 
s emua j en i s bangunan gedui 

l a 
u k 

1 

1. B a n g u n a n Oedung 
B . P r a s a r a n a B a n g u n a n 2 , 0 0 0 / m l Pagar, turap a t au d inding pe 

dan se jen isnya 
na I a n 

1. K o n s t u k s i Pembatas/Pengaman 
/ Pena l i an 

2 ,500/m2 J a l a n , pa rk i r , lapangan o lah 
dan perkerasa n l a i nnya u n t u 
berakti f i tas 

raj 
k 

ga 

2. K o n s t r u k s i Pe rke rasan 3 ,500/m2 J e m b a t a n penghubung antai 
bangunan dan se jen isnya 

• 

3. K o n s t r u k s i Penghubung 10,000/m2 Ko lam renang, tangki t anam 
a t au tangki t a n a m l a innya , c 
pengolah l imbah dan pengok 
bahan ca i r l a i nnya 

SF 
ar 
i h 

' B U 

4. K o n s t u k s i 
Ko lam / Penampungan / Reservoir 
B a w a h T a n a h 

100 ,000/m 
Ketinggian 

Menara Te l ekomunikas i , dan 
se jen isnya yang di u k u r dar i 
pe le takkan pondasi mena ra 

I 

t a pak / 

5. K o n s t r u k s i Menara 250 ,000/Un i t T e m a s u k patu ng, tugu d a n 
se jeninya ; m i n i m a l k e t i n ^ E 
dar i permuka<m t anah 

i n 3m 

6. K o n s t r u k s i Monumen 
125 ,000/m K o n s t r u k s i mand i r i termasul 

l i s t r ik , B o k s Shelther, Shelth 
S P B U , Drive T h r u e , B a c h i n g 
dan se jenisnya 

k g 
er 
Pli 

a r d u 

m 

7. K o n s t r u k s i 
Insta la s i / Oa rdu / She l ther / Ba t ch ing 
p lan 

250 ,000/m2 K o n s t u r k s i mand i r i dengan I 
media m in ima l 20m2 dan / £ 
ketinggian m in ima l 6 m dan y 
bangunan bersifat permanen 
yang memenub i persyara tan 
d i k e lua rkan I M B 

uaJ 
i t a 
f a 

l a 

3 
U 

tau 
inny£i 

8. K o n s t r u k s i Rek lame 1 5 0 , 0 0 0 / m l Te rbuat dar i b^uis beton dan 
pasangan b a t u k a l i dengan 1 
m in ima l 40cm . 

sa] 
Eb£ 

u r a n 
ir 

9 . K o n s t r u k s i S a l u r a n A i r 20 .000/m2 Persa tuan l u a s lanta i bangui 
gedung diteta]3kan s a m a un t 
s e m u a j en i s bangunan gedui 

l a 
uk 
I S 

1 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

RETRIBUSI IZIN PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAvN 

TENAGA K E R J A ASING 

1. Tarif Retribusi Pepanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingk. 
pengunaan TKA. 

2. Tarif retribusi sebagimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan 
sebesar US $ 1.200 ( seribu dua ratus ) dollar Amerika perjabatan/tabun 
untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka. 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KOTA OORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANO 

RETRIBUSI JASA UMUM 

RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS 

J E N I S PELAYANAN TARIF 

Pemanfaatan fasilitasi lalu lintas pada ruas ja lan tertentu 

menurat jenis kenderaan berdasarkan Jumlab Berat yang 

Diperbolebkan (JBB) : 

a. 8.000 kg s/d 10.000 kg 

b. 10.000 kg keatas 

Rp. 100.000 

Rp. 200.000 _ 

WALIKOTA OORONTALO, 

MARTEN A. TAHA 
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